
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 32 TAHUN 2010 

TENT ANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan 
dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor : 1/B pada tanggal 
15 Nopember 2010 dan sebagai . upaya untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diadakan tindakan secara 
intensif dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan; · 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu 
menetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan, yang dituangkan dalam suatu 
Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ 
Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987) ; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 



Menetapkan 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

13. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan 
Piutang dan Lelang Negara ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Pendapatan Lain-lain ; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Dalam Penegakan Peraturan Daerah ; 

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Mojokerto; 

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ; 

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM DAN 
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kata Mojokerto. 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang 
selanjutnya disebut BPHTB. 

5. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan 
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Sadan. 

6. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, 
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, 
sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang 
pertanahan. 

7. Wajib Pajak adalah oang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan daerah. 

8. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Sadan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang 
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas tanah dan/atau 
Bangunan. 

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kata Mojokerto. 
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11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata- 
usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan 
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

12. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ke tiga yang 
menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak. 

13. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan 
adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan 
hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat 
berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, 
dan lain lain yang memiliki kekuatan hukum. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya 
disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak 
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 

15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

16. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data obyek dan subyak pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib 
pajak serta pengawasan penyetorannya. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup rangkaian 
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, 
dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan. 

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan; 
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b. Prosedur pembayaran BPHTB; 
c. Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 

(SSPD BPHTB); 
d. Prosedur pendaftaran Akta Pernindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan; 
e. Prosedur pelaporan BPHTB; 
f. Prosedur penagihan; dan 

g. Prosedur pengurangan. 

(3) Prosedur pengurusan akta Pemindahan Hak atas tanah dan/atau 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah 
dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang 
Wajib Pajak. 

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB. 

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD 
BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 
prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan 
kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. 

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 
prosedur pendaftaran akta ke Kepala Bidang Pertanahan dan 
penerbitan akta oleh PPAT. 

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah 
prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta 
pemindahan hak. 

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar (SKPDKB) I Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat 
Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat 
teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah (SKPKD). 

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan 
persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 
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Pasal3 

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2, SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang 
dibutuhkan, meliputi : 

a. Fungsi pelayanan; 
b. Fungsi data dan informasi; dan 
c. Fungsi pembukuan dan pelaporan. 

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a 
bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dengan tahapan- 
tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian 
SSPD dan proses pengurangan BPHTB. 

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak. 

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan laporan realisasi 
penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak 
lain yang ditunjuk. 

BAB Ill 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB 

Bagian Pertama 
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan 

Pasal4 

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau 
Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan. 

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian 
atas objek pajak yang haknya dialihkan. 

Pasal 5 

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah 
BPHTB yang disiapkan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Bagian Kedua 
Pembayaran BPHTB 

Pasal6 

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 
menggunakan SSPD BPHTB. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau 
Bendahara Penerima pada SKPKD. 

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Ketiga 
Penelitian SSPD BPHTB 

Pasal? 

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; 
dan 

b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. 

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. 

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Keempat 
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 

Pasal8 

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau 
pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor 
Bidang Pertanahan. 
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(2) SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang 
Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak. 

(3) Tatacara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kelima 
Pelaporan BPHTB 

Pasal9 

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan 
Pelaporan. 

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang 
realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 

Pasal 10 

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan laporan BPHTB 
berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara 
Penerimaan dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan 
BPHTB dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bu Ian berikutnya. 

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan 
akta perolean Hak atas tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) paling lam bat pada tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Keenam 
Prosedur Penagihan BPHTB 

Pasal 11 

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang 
yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. 
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(2) Prosedur penagihan sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui penetapan Surat Penagihan Pajak Daerah 
(STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
BayarTambahan(SKPDKBT)BPHTB. 

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika 
diperlukan. 

(4) Tatacara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran 
VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Bagian Ketujuh 
Prosedur Pengurangan BPHTB 

Pasal 12 

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan 
kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti. 

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum 
dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

BABIV 
FASILITASI 

Pasal 13 

(1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan 
Walikota ini. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup 
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan sosialisasi, 
supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk 
kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 14 

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam 
Keputusan Walikota tersendiri. 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kata Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 15 Desember 2010 

VI/AILJIIKOTA IMOJIOIKEIRTO 

ttd 

ABDUL GANII SOEIHAIRTOINO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 15 Desember 2010 

SIEIKIRETAIRII S DAEIRAIH IKOTA IMOJIOIKIEIRTO 

ttd 

llr. SUYIITINO. IM.Si. 
Pembi1na Utama Madya 

NIIIP. 19580101198503 1 031 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 2/B 

Sallnan sesual dengain asllnya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 196007291 1985,03 1 007 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 32 TAHUN 2010 
TANGGAL : 15 DESEMBER 2010 

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA 
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau 
bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal 
penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak 
selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pejabat Pembuat 
Akta Tanah. 

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang 
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan. 

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa 
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. Pemeriksanaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan 
data terkait obyek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

B. PIHAK TERKAIT 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas 
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini wajib pajak 
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak 
atas tanah dan/atau bangunan. 

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan 
daerah, yang secara organisasai dapat berbentuk Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SPPKAD). Dalam prosedur ini, 
DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan 
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB 
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT 
ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang 
untuk: 

Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan; 
Menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
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4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan 
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah 
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Bidang Pertanahan menyediakan 
data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak. 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 
Wajib pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan 
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas 
tanah dan bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat 
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada 
dasarnya menyatakan terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah 
dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen 
pendukung lainnya. 
Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib pajak menyerahkan 
permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen 
pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Langkah 2 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta 
dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari 
Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang 
diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian 
mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak tersebut kepada Kepala 
Kantor Bidang Pertanahan. 

Langkah 3 
Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor .Bidanq Pertanahan 
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melalk�·l<an pemeriksaan objek 
pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada 
PPAT. 

Langkah 4 
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT 
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membanding_kan 
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data 
objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat 
melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan obserfasi lapangan. 
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Langkah 5 
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Dokumen ini 
merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
belum ditanda tangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyiapkan drat akta 
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Langkah 6 
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat 
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BBHTB) dari Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPPKAD) 

Langkah 7 
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka 
PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi 
objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak 
Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, 
PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, Surat Setoran 
Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk 
melaporkan data perolehkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran 
Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 (enam) lembar, dengan rincian sebagai 
berikut : 
};> Lembar 1 : 

Untuk wajib pajak 
};> Lembar 2 : 

Untuk PPAT sebagai arsip 
};> Lembar 3 : 

Untuk Kantor Bidang Pertanahan, sebagai lampiran permohonan pendaftaran 
};> Lembar 4 : 

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohopan penelitian SSPD .. 
BPHTB 

};> Lembar 5: 
Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip 

};> Lembar 6: 
Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada 
fungsi pembukuan/ pelaporan 

Langkah 8 
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada 
wajib Pajak. 

Langkah 9 
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari 
PPAT. 
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No. Reg: 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD-BPHTB) 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

Lembar 1 
Untuk Wajib Pajak 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET KOTA MOJOKERTO 

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A. 1. Nama Wajib Pajak 

2. NPWP 

3. Alamat Wajib Pajak: 

LE 11 I I I I I 111111111111111 I I I 

4. Kelurahan : 5. RT/RW: 

7. Kota : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : DD DD I I I 
2. Letak tanah dan atau Bangunan : 
3. Kelurahan : 
5. Kecamatan : 

Perhitungan NJOP PBB : 

6. Kecamatan : 

8. Kode Pos : 

I I I I I I I I I I I I I I D 
4. RT/RW : 

6. Kota : 

Ura/an 
L U A S NJOP PBB/m 2 

i /uas tanah dan atau bangunan y, iisi berdosorkon SPPT PBB Tonun terjadin 
haknya dipero/eh) perolehan nok/tonun J 

Luas X NJOP PBB/m2 

Tanah {bumi) 7 m2 9 Rp 11 Rp 
I angka 7 X angka 9 

Bangunan 8 m2 10 Rp 12 Rp I angka 8 x angka 10 

NJOP PBB 13 Rp I angka 11 x angka 12 

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangu� 

16. Nomor Sertifikat : 

14. Harga transaksi / Nilai pasar Rp 

1 > Rp. 

2 > Rp. 

I angka 1 - angka 2 3 > Rp. 

I 5 %Xangka 3 4 > Rp. 4. Bea Perolehan Hak atas Tan ah dan Bangunan yang terutang 

2. Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) 

C. PERHITUNGAN PBHTB (Hanya dllsl berdasarkan penghltungan Wajlb Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14 

D. Jumlah Setoran berdasarkan : 

Oa. Perhitungan Wajib Pajak 

D
b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB 

KURANG BAYAR TAMBAHAN•) Nomor: Tanggal 

DC. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : 

od . 
berdasarkan Peraturan KOH No . 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) {dengan huruf) 

�R_ P·���������������I l,._�������������������������---1 
(berdasarkan perhitungan C.4 don pilihan di D) 

L. ...... _ l 

...................... tgl , . 

WAJIB PAJAK/ PENYETOR 

MENGETAHUI : 

PPAT / NOTARIS 

DITERIMA OLEH 

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 

Tanggal : . 

Telah Diverifikasi : 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 

KEUANGAN & ASET 

Nama lengkap dan tanda tangan N1m1 lenaklp, stemP*! din t1nd1 t1naan Nama lenakap, stempel dan tand1 t1naan Nama lenahp, stempet dan t1nda tana1n 

I 
Hanya diisi oleh � � Nomor Dokumen : DD DD I I I I I I I I I I I I I I 
petugas DPPKA J NOP PBB BARU : [TI DD I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
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No. Reg: 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

II BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2 
{SSPD-BPHTB) Untuk PPAT / Notaris 

� BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK sebagai arsip ,. 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB} 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET KOTA MOJOKERTO 
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A. 1. Nama Wajib Pajak LE I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 

2. NPWP 

3. Alam at Wajib Pajak : 

4. Kelurahan : 5. RT/RW: 6. Kecamatan : 

7. Kata : 8. Kade Pos : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan atau Bangunan 

3. Kelurahan 4. RT/RW : 

5. Kecamatan : 6. Kata : 

Perhltungan NJOP PBB : 
LUAS NJOPPBB/m' 

Ura/an (diisi luas tonoh don otau banpunon yang (Dils/ berdosorkon SPPT PBB Tahun terjodinyo Luas X NJOP PBB/m1 

hoknyo diperoleh) perolehon hok/Tohun ........ ) 

Tanah (bumi) 7 m' 9 Rp 11 Rp 
I angka 7 X angka 9 

Bangunan 8 m' 10 Rp 12 Rp I angka 8 x angka 10 
NJU� coo 

13 Rp I angka 11 x angka 12 

IS. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan [I] 14. Harga transaksi I Nilai pasar Rp 

16. Nomor Sertifikat : 

c. PERHITUNGAN PBHTB (Hanya dllsl berdasarkan penghitungan Wajlb Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14 1 > Rp. 

2. Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 . Rp. 

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 > Rp. 

4. Bea Perolehan Hak atas Tan ah dan Bangunan yang terutang I 5 %Xangka 3 4 > Rp. 

0. Jumlah Setoran berdasarkan : 

Oa. Perhitungan Wajib Pajak 

Db. 
STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 

KURANG BAYAR TAMBAHAN') Nomor: Tanggal 

De. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: [I]% berdasarkan Peraturan KOH No . ................................... 
od ................................................... 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf) 

Rp. I I 
(berdasarkan perhitungan C.4 don pilihan di D ) r- - - ·- - 

...................... tgl ............................................ MENGETAHUI: DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi : 

WAJIB PAJAK/ PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 

Tanggal : ....................... KEUANGAN & ASET 

Nama lengkap dan tanda tangan N1m1 lenaklp, stempet din t1nd1 t1n11n N1m1 len1hp, stempel din t1nd1 t1n11n N1m1 lenak1p, stempel din t1nd1 t1na1n 

, 
� Nomor Dokumen : Hanya diisi oleh [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I 

petugas DPPKA 
� NOP PBB BARU : [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
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CONTOH PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (dibalik SSPD BPHTB) 

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB 
Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima wajib pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga 
diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten I Kola ; Lembar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP) ; Lembar kelima 
diterima Bank yang ditunjuk ; dan Lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan. 
lsilah SSPD BPHTB ini dengan huruf celak capital atau diketik 
Gunakan SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak alas tanah dan I bangunan. 
Formulir ini juga dapat digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidak benaran penghitungan WP 

CARA PENGISIAN : 
Dinas Pendapatan Daerah, diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan I bangunan. 
Huruf A Diisi dengan data WP 

Angka 1 s.d angka 8 cukup jelas 

Huruf B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan I atau bangunan 
Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB alas tanah dan I atau bangunan yang bersangkutan. 
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak lanah dan I alau bangunan yang haknya diperoleh 
Angka 7 s.d angka 13 merupakan table untuk perhitungan NJOP PBB alas tanah dan I atau bangunan yang haknya diperoleh pada kolom angka 

9 dan 10 agar disebutkan lahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan. 
Dalam hal NJOP PBB belum ditelapkan I belum ada SPPT PBB angka 9 dan 10 diisi berdasarkan surat 
Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB I KPP Pralama yang wilayah 
kerjanya meliputi lelak tanah dan bangunan alas permohonan WP. 

Angka 14 diisi dengan harga transaksi yang terjadi I harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang I nilai pasar objek tersebut 
Angka 15 diisi dengan kode jenis perolehan hak alas tanah dan bangunan sebagai berikut: 

Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode 
- Pemindahan Hak 01 - Pemasukan dalam perseroan I badan 06 - Pemilihan usaha 12 
- Jual Beli hukum lainnya - Hadiah 13 
- Tukar Menukar 02 - Pemisahan hak yang mengakibatkan 07 - Perolehan hak Rumah Sederhana 14 
- Hibah 03 peralihan Sehat dan RSS melalui KPR 
- Hibah Wasiat 04 - Penunjukan pemberi dalam lelang 08 bersubsidi *) 
-Waris 05 - Pelaksanaan putusan hakim yang 09 - Pemberian hak baru 15 

mempunyai kekualan hukum tetap - Pemberian hak baru sebagai 16 
- Penggabungan usaha 10 kelanjutan pelepasan hak 
- Pelebaran usaha 11 - Pemberian hak baru diluar 17 

pelepasan hak 

·i Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana sehat (Rs. Sehat I RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 
24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Menteri Pemukiman dan Prasarana wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR 
bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tenlang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. 
Angka 16 diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan 

Huruf C 

Huruf D 

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas lanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP 
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD PBHTB/SKPDB Kurang BayarTambahan sebagaimanan huruf D.b atau 
berdasarkan huruf D.d maka huruf C tidak perlu diisi 
Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi I nilai pasar objek 

pajak tidak dikelahui atau lebih rendah dari NJOP PBB sebagai dasar perhitungan 
Diisi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten I Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah 
(informasi mengenai besamya NPOPTKP dapat diperoleh melalui dinas Pendapatan daerah setempat. 
Cukup jelas 
Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tariff sebesar 5 % (sesuai pasal Perda No . 
Tahun ) 

Diisi dengan member landa ·x· pada kolak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak 
Huruf a Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C , • "' 
Huru b Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, telapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah 

BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB kurang bayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surat 
Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDB Kurang Bayar Tambahan) 

Huruf c Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi 
dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Huruf d Jika terdapat dasar I ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf dseperti setoran berdasrkan SKPDB 
Keberatan I Putusan Banding I putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang 
tertera di huruf C 

Angka 2 

Angka 3 
Angka 4 

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperlihatkan huruf C-4 dan pilihan pada huruf D 
Jika 0-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 
Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di 0-b 
Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosenlase yang dinyalakan di 0-4 
Jika 0-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyalakan di D-4 

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir) 

Catalan: Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL' pada 
bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT I Nolaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan(WP 
tidak perlu ke Bank yang ditunjuk I Bendahara Penerimaan) 

Spesifikasi teknis : Pencetakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam) menggunakan kertas tipis carbonized warna 
putih dengan ukuran folio (21,5 x 33 cm). 

ABDUL 
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 32 TAHUN 2010 
TANG GAL : 1 5 DES EMBER 2010 

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH 
PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau 
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas 
BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerima. 

Dalam proses ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran 
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang 
ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. 

B. PIHAK TERKAIT 
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
sebagai dasar Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu 
melakukan perhitungannya. 

3. Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerima 
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib 
Pajak Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan 
berwenang untuk : 

Menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; 
Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTBi, . � 
Mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang; 
Menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya ; dan 
Mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS 
Langkah 1 
Berdasarkan prosedur sebelumnya. Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran 
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB 
merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 (enam) 
lembar, dengan perincian sebagai berikut : 



Lembar 1 
Lembar 2 
Lembar 3 

Lembar 4 

Lembar 5 
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Untuk Wajib Pajak 
Untuk PPAT sebagai arsip 
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran 
permohonan pendaftaran . 
Untuk fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan 
penelitian SSPD BPHTB. 
Untuk bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan 
sebagai arsip. 

Lembar 6 Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan 
sebagai laporan kepada fungsi pembukuan/ pelaporan. 

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, wajib pajak dan PPAT 
menendatangani SSPD BPHTB tersebut. 

Langkah 2 
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk/ Bendahara 
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan 
BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. 

Langkah 3 
Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang 
pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak. Bank yang ditunjuk/ Bendahara 
penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD PBHTB dan 
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang 
diterima dari wajib pajak. 

Langkah 4 
Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menanda tangani SSPD BPHTB. 
Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1 - 4 dikembalikan ke Wajib Pajak. 

Langkah 5 
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang 
ditunjuk/ Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak kemudian melakukan proses 
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke fungsi Pelayanan di 
DPPKA. 
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No.Reg: 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH m BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lem bar 5 l\ 

� / (SSPD-BPHTB) Untuk Bank yang ditunjuk I 

� BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bendahara Penerimaan ,. 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB} 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET KOTA MOJOKERTO 

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengislan pada halaman belakang lembar Inf terlebih dahulu. 

A. l. Nama Wajib Pajak w I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP 

3. Ala mat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan : 5. RT/RW: 6. Kecamatan : 

7. Kota : 8. Kode Pos : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan atau Bangunan 

3. Kelurahan 4. RT/RW : 

5. Kecamatan 6. Kota : 

Perhltungan NJOP PBB : 
LUAS NJOPPBB/m' 

Ura/an {diisl luas tonoh don atau bongunan yang (Oils/ �rdasarkon SPPT PBB Tohun tujodlnyo Luas X NJOP PBB/m' 
hoknyo di�rofth) perol�hon hak/Tahun .......... J 

Tanah (bumi) 7 m' 9 Rp 11 Rp 
I angka 7 X angka 9 

Bangunan 8 m' 10 Rp 12 Rp I angle.a 8 x angka 10 
NJU� uu 

13 Rp I angka 11 x angka 12 

lS. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan [I] 14. Harga transaksl / Nilal pasar Rp 

16. Nomor Sertifikat : 

c. PERHITUNGAN PBHTB (Hanya diisl berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14 1 > Rp. 

2. Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 . Rp. 

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I ongko 1 - ongko Z 3 - Rp. 

4. Bea Perolehan Hak atas Tan ah dan Bangunan yang terutang I S %X ongko 3 4 > Rp. 

D. Jumlah Setoran berdasarkan : 

Oa. Perhitungan Wajib Pajak 

Db. 
STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDS 

KURANG BAYAR TAMBAHAN") Nomor: Tanggal 

De. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: [I]% berdasarkan Peraturan KOH No .................................... 

od ................................................... 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf) 

Rp. I I 
(berdosorkon perhitungon C.4 don pilihon di D ) 

- - - - - 
...................... tgl ............................................ MENGETAHUI: DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi : 

WAJIB PAJAK/ PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 

Tanggal : ....................... KEUANGAN & ASET 

Nama lengkap dan tanda tangan N11rM lenaklp, stempel din tand1 tan11n N11m1 len&klP, Stempel d11n t1nd1 t1n111n N1m11 l«ncbp, stempel d11n t11nd1 t11n11n 

� � Nomor Dokumen : [I] [I] Hanya diisi oleh I I I I I I I I I I I I I I 
petugas DPPKA J ,OP PBB BARU : [TI [I] I I I I I I I I ! I I I I I I I I D 
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No. Reg: 

II 
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lem bar 6 
(SSPD-BPHTB} Untuk Bank yang ditunjuk I 

� BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bendahara Penerimaan 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB) 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET KOTA MOJOKERTO 

PERHATIAN : Bacalah petunjuk penglslan pada halaman belakang lembar lnl terlebih dahulu. 

ED A. 1. Nama Wajib Pajak 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 

2. NPWP 

3. Alamat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan : 5. RT/RW: 6. Kecamatan 

7. Kata : 8. Kade Pas 

IT] IT] I I I I I I I I I I I 8. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB I I I I I I D 
2. Letak tanah dan atau Bangunan : 
3. Kelurahan : 4. RT/RW : 

5. Kecamatan 6. Kota : 

Perhltungan NJOP PBB : 
LUAS NJOPPBB/m 1 

Ura/an {diisl luas tonoh don otou bongunon yang (Olis/ Mrdasorkon SPPT PBB Tahun ttrjodinya Luas X NJOP PBB/m1 

hoknya dlp<rol<h) ptrolthan hok/Tohun ........ ) 

Tanah (bumi) 7 m' 9 Rp 11 Rp 
I angka 7 Xangka 9 

Bangunan 8 m' 10 Rp 12 Rp I angka 8 x angka 10 
NJUI' oo 

13 Rp I angka 11 ,c angka 12 

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan IT] 14. Harga transaksl I Nilai pasar Rp 

16. Namar Sertifikat : 

c. PE RH ITU NGAN PBHTB (Hanya dilsl berdasarkan penghitungan Wajlb Pajak) 

1. Nilal Peralehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14 1 > Rp. 

2. Nilai Peralehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 
. 

Rp. 

3. Nilai Peralehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 > Rp. 

4. Bea Peralehan Hak atas Tan ah dan Bangunan yang terutang I 5 %Xangka 3 4 > Rp. 

D. Jumlah Setaran berdasarkan : 

Oa. Perhitungan Wajib Pajak 

Db. 
STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 

KURANG BAYAR TAMBAHAN°) Nomor: Tanggal 

De. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: IT]% berdasarkan Peraturan KOH No .................................... 

od ................................................... 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf) 

Rp. I 
(berdosorkon perhltungon C.4 don pilihon di D) 

'--- - - - 
...................... tgl ............................................ MENGETAHUI : DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi : 

WAJIB PAJAK/ PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 

Tanggal : ....................... KEUANGAN & ASET 

Nama lenakap dan tanda tangan Nama l•n1hp, ,t•mpel dan U1nd1 t1n11n N1m, len1k&p, stem�I din t1nd1 un11n N1m1 len1Up, stempel din t1nd1 t1n11n 

, t Nomor Dokumen : IT] Hanya diisi oleh IT] I I I I I I I I I I I I I I 
petugas DPPKA J NOP PBS BARU : IT] IT] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
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LAMPIRAN Ill PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 32 TAHUN 2010 
TANGGAL : 15 DESEMBER 2010 

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN 
PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB) 

A. GAMBARAN UMUM 
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan 

proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak 
yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini 
dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk/ 
Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
dilakukan oleh fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi 
maka fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah 
BPHTB. 

B. PIHAK TERKAIT 
1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada fungsi 
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan. 

2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak 
yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi 
Pelayanan berwenang dan bertugas untuk : 

Meminta data terkait objek pajak kepada fungsi Pengolah Data dan 
lnformasi. 
Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek 
pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan 
Menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah 
diverifikasi. 

3. Fungsi Pengolahan Data & lnformasi 
Merupakan Pihak yang menyimpan database objek pajak, Fungsi ini 
menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi Pelayanan. Fungsi 
Pengolahan dan lnformasi berwenang dan bertugas untuk : 

Mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah 
wewenangnya; dan 
Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari fungsi pelayanan. 
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C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah 1 
Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang 
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas : 

SSPD BPHTB yang tertera nomor transaksi Penerimaan Daerah 
(STPD)/SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD); 
Fotocopy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat 
ljin Mengemudi/ Paspor) 
Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan) 
Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam 
hal transaksi waris. 
Fotokopi identitas, Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan) 
Fotokopi Kartu NPWP; 
Dokumen pendukung lain yang diperlukan. 

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak 
Kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD 
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 2 
Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, 
SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari wajib pajak, Fungsi 
pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasrkan 
Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengejuan 
dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data Kepada 
Fungsi Pengolahan Data & lnformasi. 

Langkah 3 
Fungsi Pengolahan Data & lnformasi menerima Form Pengajuan Data dari fungsi 
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & lnformasi menarik data yang dibutuhkan 
dari sistem database objek pajak. Fungis Pengolahan Data & lnformasi kemudian 
mencantumkan informasi objek pajak pada form pengajuan Data. Fungsi 
Pengilahan Datan & lnformasi lalu menyerahkan kembali data Form pengajuan 
Data kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 4 
Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek 
pajak dari Fungsi Pengolahan Data & lnformasi, Fungsi Pelayanan kemudian 
memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen 
pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari fungsi Pengolahan 
Data & lnformasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKA berhak melakukan penelitian 
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme data tata cara 
penelitian lapangan akan diatur tersendiri. 



26 

Langkah 5 
Setelah semua kebenaran infomasi dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan 
dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menendatangani SSPD 
BPHTB (lembar1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB 
(Lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD 
BPHTB (Lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 6 
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (Lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi 
Pelayanan. 
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No. Reg: 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

I BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lem bar 4 
(SSPD-BPHTB) �� 

. 
Untuk DPPKA 

� BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK dalam proses penelitian 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB} 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET KOTA MOJOKERTO 

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A. 1. Nama Wajib Pajak [±] I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 

2. NPWP 

3. Alamat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan : 5. RT/RW: 6. Kecamatan : 

7. Kata : 8. Kade Pos : 

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [TI [TI I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan atau Bangunan 

3. Kelurahan 4. RT/RW : 

5. Kecamatan 6. Kata : 

Perhltungan NJOP PBS : 
LUAS NJOPPBB/m' 

Ura/an {dlisl luos tonoh don otou bongunan yang (Dflsl Mrdasorkan SPPT PBB Tohun terjodinya Luas X NJOP PBB/m2 

hoknya di�roleh} puolehan hak/Tahun .......... J 

Tanah (bumi) 7 m' 9 Rp 11 Rp 
I angka 7 X angka 9 

Bangunan 8 m' 10 Rp 12 Rp I angka 8 x angka 10 
NJU� uu 

13 Rp I angka 11 x angka 12 

15. Jenls perolehan hak atas tanah dan atau bangunan [TI 14. Harga transaksl I Nllai pasar Rp 

16. Nomor Sertifikat : 

c. PERHITUNGAN PBHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14 1 > Rp. 

2. Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 . Rp. 

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 > Rp. 

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang I 5 %Xangka 3 4 > Rp. 

D. Jumlah Setoran berdasarkan : 

Oa. Perhitungan Wajib Pajak 

Db. 
STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 

KURANG BAYAR TAMBAHAN") Nomor: Tanggal 

DC. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : [TI% berdasarkan Peraturan KDH No . ................................... 
od ................................................... 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) {dengan huruf) 

Rp. I ' (berdasarkan perhltungan C.4 don pilihan di D) c_ - - � 
...................... tgl ............................................ MENGETAHUI: DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi : 

WAJIB PAJAK/ PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 

Tanggal : ....................... KEUANGAN & ASET 

Nama lengkap dan tanda tangan N1m1 len1Qp, stempel din t1nd1 t1n11n N1m1 lenaklp, stempel din tanda t1ng1n N1m1 len,k1p, stempel din t1nd1 t1n11n 

I [TI [TI I I I I I I I I I I I I I I Hanya diisi oleh , � Nomor Dokumen : 

petugas DPPKA � NOP PBB BARU : [TI DD I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
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FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD- BPHTB 

Lampiran 
Hal 

1 (satu) set 
Penyampaian SSPD - BPHTB untuk di teliti 

Dinas Pendapatan, Pengelalaan Keuangan dan Aset 
Pemerintah Kata Majakerta 

Yang bertanda tangan dibawan ini 

Nama Wajib Pajak 
NPWP 
Ala mat 

Kelurahan 
Kata 

....................................................................................................................................... 
[I] 

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas peralehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut : 

NOP 
Ala mat 

Kelurahan 
Kata 

[I] [I] [I] �� IID 

Terlampir dakumen sebagai berikut : 
1 SSPD - BPHTB yang tertera Namar Transaksi Penerimaan Daerah (STPD) / SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah 
2 Fatacapy SPPT atau SITS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun • 
3 Fatacopy ldentitas Wajib Pajak berupa . 
4 Surat Kuasa dari Wajib Pajak ••) 
5 Fatacapy ldentitas Kuasa Wajib Pajak ••) 
6 Fotocopv Kartu NPWP 
7 . 

Demikian disampaikan untuk dapata dilakukan penelitian SSPD-BPHTB 

Keterangan : 

*) Caret yang tidak perlu 
••) dalam hal dikuasakan 

................................•............................................................... 20 ..... 
Wajib Pajak I Kuasa Wajib Pajak •) 

PENELITIAN 
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dakumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini 
kami menyatakan bahwa : 

> Data abjek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 
> Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 
> Dakumen pendukung peralehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah sesuai 

............................................................... 20 ..... 
Fungsi Pelayanan 
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